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Stop Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana

PR Tak Ingi BAPS Hiang

Senayan menghentikan pembahasan Rancangan
Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana.
Langkah ini terpaksa dilakukan, lantaran tidak ada
ttik temu dengan Pemerintah soal pelembagaan

penanggulangan bencana.

PEMERINTAH menginginkan
lembaga penanggulangan be-
cana cukup diafur dengan pe-
nyebutan badan, Hal ini koniras
dengan DPR yang justry meng-
hendaki agar persoalan bencana
pelembagaannya diserahkan ke
Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB). Senayan tak
ngin [embaga BNPB hilang,
“Sesungaubaya Komisi VI

berniat memperkvat BNPB,
namun nampaknya dari Pe-
merintah ada miskomuntkast
siapa leader penanggulangan
hencana,” jélas anggots Komisi
VI DPR John Kennedy Azis
Politisi Golkar ini menegas-
Kan, Kommis VIII menghendaki
BNPB bisa kuat, mandier, batk
dalam sist anggaran maupun
alam sisi strukturalnya, Di

undang-undang cksisting yakn
Undang-Undang Nomor 24 ta-
hun 2007, i bab kelembagaan
dengan hugas dischut BNPB,

“[mlgh yang idek bisakita per-
{emuken. Antara Kementerian
Sosial dengan DPR tidak ada
Kesepahaman schingga terhentl
RUU ini diputuskan (dihentikan
pembahasannya) dalam rapat
paripuma,” jelastya di Jakarta,
kemarn,

Dengan penghentian ini, lan-
Jutnya, undang-undang eksisting
yakni Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2007 tetap menjadi
daser hukum dalam setiap aspek
penanggulangan bencana

“Mudah-mudahansuetu wak-
10 nanti oda kesepahaman dan
ia perkuat kembali BNPB,”
arapnya.

Ketua Komisi VIITDPR Yan-
dr Susanto mengakui, penghen-
tian pernbhasan RUU ini dise-
babkan adanya perbedaan ru-
musan mengenai nomenklatur
Kelembagaan BNPB.

DPR menghendaki lembaga
BNPB secara eksplisit dischut-
kan dalam RUU. Sementara
Pemerintah menghendaki cukup
diist dengan kata-Kata badan,

“Dengan alasan memberikan
fleksibilitas kepada Presiden,”
kata Yandri, kemarin.

Yandri menegaskan, pihaknya
felah berupaya meyakinkan
Pemertnfah melalu: berbagat lo-
bi-lobi dan scrangkaian pembe-
hasan erhadap RUU ni. Nemun
sayang, lobi tak kunjung mene-
mukan kesepahaman. Perbedaan
stkap antara DPR dan pemerin-
tah ini terus terjad..

“Pada rapat kerja 13 April
diambil kesimpulan Komisi
VIIT DPR, DPD, dan Peme-
rinfah sepakat menghentikan
pembahasan RUU tentang Pe-
nanggulangan Bencana pada
tingkat |, Karena fidak ada kese-
pakatan mengena nomenk lafur
elembagaan,” jelasnya. mKAL
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